
 
 
 

 
 
 

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 40 TAHUN 2023 
 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950          

Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020  

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus       

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa   

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023                 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 

 

SALINAN 



5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  TAHUN  ANGGARAN 2022. 
 

Pasal  1 
 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia       
Tahun 1945. 

5. Pendapatan adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

6. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

7. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya. 
8. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun 

waktu tahun 2022. 
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA 

adalah laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan selama suatu periode. 
 

Pasal  2 

LRA Tahun Anggaran 2022, terdiri atas : 
1. Pendapatan 

 a. pendapatan asli daerah Rp 511.737.349.879,05 
 b. pendapatan transfer Rp 1.731.961.804.975,00 
 c. lain-lain pendapatan yang sah   Rp 7.841.000.000,00 

 jumlah pendapatan Rp 2.251.540.154.854,05 
 

2. Belanja 
 a. belanja operasi   
     1) belanja pegawai Rp 953.878.284.210,00 

     2) belanja barang dan jasa Rp 543.169.427.462,00 
     3) belanja bunga Rp 389.705.074,00 

     4) belanja hibah Rp 83.224.021.300,00 
     5) belanja bantuan sosial Rp 10.276.566.683,00 

 jumlah belanja operasi Rp 1.590.938.004.729,00 
  

 
Rp 253.014.014.897,00 



b. belanja modal 
 c. belanja tak terduga Rp 2.840.201.350,00 
 d. belanja transfer Rp 356.637.930.200,00 

 jumlah belanja daerah Rp 2.203.430.151.176,00 
 surplus/(defisit) Rp 48.110.003.678,05 

 
3. Pembiayaan 
 a. Penerimaan Rp 175.629.729.814,95 

 b. Pengeluaran Rp 39.457.159.600,00 

 jumlah pembiayaan netto Rp 136.172.570.214,95 

     sisa lebih pembiayaan anggaran  
     tahun berkenaan 

 
Rp 

 
184.282.573.893,00 

 
Pasal 3 

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  
 

Pasal 4 
Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih 

lanjut ke dalam Penjabaran LRA. 
 

Pasal 5 

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar. 
 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 31 Juli 2023 

BUPATI KARANGANYAR, 
 

ttd 
 
JULIYATMONO 

 

Diundangkan di Karanganyar 

pada tanggal 31 Juli 2023 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  KARANGANYAR, 

 
ttd 

ttd 

TIMOTIUS SURYADI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023  NOMOR 40 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
Kepala Bagian Hukum 

 

 
 

METTY FERRISKA R. 
NIP.19760417 199903 2 007 

TELAH DIKOORDINASIKAN 
Pejabat Paraf 

1. Asisten Administrasi Umum   
2. Kepala BKD  
3. Kepala Bidang Akuntansi  


